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ABSTRACT

Changes in land use from agriculture to settlements trigger different needs.
Regulation of the Minister of ATR/Head of BPN No. 14 of 2022 requires 30% of
urban areas as Green Open Space. Procurement of RTHP is important for
environmental sustainability and public welfare in the City of Yogyakarta. The
objectives of this study were to determine: a) the distribution and area of land
acquisition for RTHP in the City of Yogyakarta; b) the implementation of land
acquisition for RTHP in the City of Yogyakarta; and c) obstacles and solutions in
the implementation of land acquisition for RTHP in the City of Yogyakarta. The
method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach and
spatial analysis. The results of the study show that: a) Land acquisition for RTHP
in the City of Yogyakarta was carried out in 59 locations from 2013 to 2023; b) The
total addition of RTHP area during that period reached 30,016 m2, but still does
not meet the established standards; c) The evaluation results show that the
implementation of land acquisition has been in accordance with the provisions, but
there is still a need for improved socialization and long-term maintenance; d)
Obstacles faced include difficulties in land measurement, slow procurement
processes, and budget limitations; and e) Solutions that can be implemented include
improving coordination, efficiency of budget planning, utilization of technology,

education, and field supervision.

Keywords: Evaluation, SWOT Analysis, Implementation, Land Acquisition, Green
Open Space
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BAB |
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seiring dengan lajunya pertumbuhan penduduk di Indonesia, kebutuhan
akan tanah juga akan meningkat selaras dengan pertumbuhan penduduk,
sementara tanah bersifat tetap (Suriadi 2019). Hal tersebut berujung pada
benturan kepentingan. Kepentingan baik pada masyarakat, pemerintah,
maupun pelaku usaha. Pertumbuhan penduduk yang cepat di Indonesia telah
memicu peningkatan kebutuhan akan tanah, yang mendorong perubahan
dalam penggunaan tanah dari kawasan pertanian ke kawasan permukiman
(Prihatin 2015).

Perubahan penggunaan tanah banyak terjadi dari kawasan pertanian ke
kawasan permukiman. Dengan adanya kepentingan tersebut dapat
meningkatkan taraf hidup menjadi lebih baik (Djala, dkk. 2021).
Pembangunan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Masyarakat
menggunakan tanah sebagai perumahan, pemerintah menggunakan tanah
sebagai fasilitas umum, dan pelaku usaha menggunakan tanahnya sebagai
perdagangan dan jasa. Perubahan penggunaan tanah dari kawasan pertanian
ke kawasan permukiman tidak hanya berdampak pada peningkatan taraf
hidup, tetapi juga dapat menimbulkan dampak lingkungan. Salah satu
dampak yang muncul adalah penurunan Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang
mempengaruhi keseimbangan suhu udara di kawasan tersebut.

Sebagaimana diungkapkan oleh Effendy (2009), pengurangan RTH
dapat meningkatkan suhu udara, seiring dengan pembangunan yang terus
berkembang. Menurut Effendy (2009), pola hubungan antara RTH dengan
suhu udara memiliki hubungan terbalik yaitu setiap laju berkurangnya RTH
dapat menyebabkan peningkatan suhu udara, dan sebaliknya jika
pengurangan sebanyak 50% RTH maka menyebabkan peningkatan suhu
udara sebesar 0,4 hingga 1.8 °C, sedangkan penambahan RTH 50% hanya

menurunkan suhu udara sebesar 0.2 hingga 0,5 °C. Dalam konteks perubahan



iklim global yang semakin mengkhawatirkan, pemahaman tentang peran
RTH dalam mitigasi suhu udara menjadi sangat penting. Oleh karena itu,
penting untuk memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan
dan pelestarian lingkungan, agar dampak negatif terhadap suhu udara dan
perubahan iklim dapat diminimalisir.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan Ruang
Terbuka Hijau yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang sebagai dasar perencanaan tata ruang. Dalam
peraturan tersebut menegaskan bahwa kawasan perkotaan diwajibkan untuk
memenuhi ruang terbuka hijau sebanyak 30% dari luas wilayah Kota,
persentase tersebut dibagi menjadi 20% Ruang Terbuka Hijau Publik dan
10% Ruang Terbuka Hijau Privat. Ruang Terbuka Hijau Publik disediakan
oleh pemerintah kota baik berupa, taman kecamatan, taman kelurahan, atau
lainnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini terdapat
beberapa wilayah yang belum mencukupi 20% ruang terbuka hijau publik,
salah satunya yaitu Kota Yogyakarta (Hidayah, dkk. 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum disebutkan bahwa pengadaan tanah untuk kepentingan umum salah
satunya yaitu untuk Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP). RTHP merupakan
sebuah aspek penting dalam pembangunan kota yang berkelanjutan, terutama
di Kota Yogyakarta. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan
perkembangan perkotaan yang pesat, kebutuhan akan ruang terbuka hijau
semakin mendesak. Namun, implementasi pengadaan tanah untuk RTHP di
Kota Yogyakarta menghadapi sejumlah tantangan, antara lain seperti
persyaratan yang ketat, proses pelaksanaan yang kompleks, dan kendala
administratif, serta hukum menjadi beberapa isu penting yang perlu ditangani
secara menyeluruh. Persyaratan yang jelas dan transparan dalam pengadaan
tanah, proses yang efisien dan transparan, serta penanganan terhadap kendala

hukum dan administratif menjadi fokus utama dalam penelitian ini.



Pengadaan tanah untuk RTHP di Kota Yogyakarta diperlukan karena
RTHP dan fasilitas kepentingan umum di Kota Yogyakarta masih kurang. Hal
ini terlihat dari hasil penelitian oleh Albizzia, dkk. (2018) yang menunjukkan
bahwa adanya keterbatasan tanah untuk dibebaskan di Kota Yogyakarta yang
akan dihijaukan, sehingga mempengaruhi kurangnya RTHP di Kota
Yogyakarta pun masih menjadi masalah. Dalam penelitian oleh Albizzia, dkk.
(2018) menyebutkan bahwa pengadaan dan pembangunan ruang terbuka
hijau masyarakat kurang dilibatkan, karena pembangunan dilakukan oleh
Badan Lingkungan Hidup (BLH), sementara warga hanya menikmati hasil
saja. Seharusnya warga berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan
sampai pemanfaatan, dan perawatan (Albizzia, dkk. 2018). Selain itu,
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang memuat
aturan proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) paling sedikit 30% dari wilayah
kota, terdiri dari 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Namun, pemenuhan
proporsi RTH kawasan perkotaan masih sulit dipenuhi (Yulianti dan Hadi
2018).

Data dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta
menunjukkan bahwa jumlah RTHP yang ada sampai tahun 2023 terdapat 67
lokasi yang tersebar di 14 kecamatan. Namun, dari data tersebut menunjukkan
bahwa selama lima tahun terakhir, persentase perbandingan luas Ruang
Terbuka Hijau Publik di Yogyakarta dengan luas wilayah kota Yogyakarta
belum juga berhasil mencapai 20%. Tabel 1 di bawah ini menunjukkan
persentase perbandingan antara luas RTHP yang ada di Kota Yogyakarta
dengan luas wilayah Kota Yogyakarta dari data Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup (LAKIP DLH) Yogyakarta 2017-2021.

Tabel 1. Perbandingan Luas RTHP Yogyakarta Terhadap Luas Kota Yogyakarta

No.| Taun | LussRip (| PeEnEse erhadap Lus
1 2 3 4
2017 1.902.378 5,853
2. 2018 1.904.607 5,860




Lanjutan Tabel 1

1 2 3 4

3. 2019 1.906.859 5,867
4. 2020 2.636.346 8,112
5. 2021 2.639.068 8,120

Sumber: Nasyavina & Ahdiyana 2023

Pada Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa Kota Yogyakarta merupakan
daerah yang masih cukup banyak membutuhkan RTH (Nasyavia & Ahdiyana
2023). Persentase terhadap luas Kota Yogyakarta dalam Tabel 1 dihitung
dengan membagi luas RTHP setiap tahun dengan total luas Kota Yogyakarta
sebesar 32.500.000 m2. Dalam konteks perkotaan yang terus berkembang,
pengadaan tanah menjadi penting untuk memastikan ketersediaan ruang
terbuka hijau yang memadai sebagai penyeimbang bagi pembangunan
infrastruktur dan kebutuhan ekonomi. RTHP memiliki peran utama dalam
menjaga kualitas udara, menyediakan sumber oksigen, mengurangi suhu
kota, serta menyediakan tempat rekreasi dan relaksasi bagi warga. Di Kota
Yogyakarta, pertumbuhan penduduk yang cepat dan tekanan pembangunan
telah mengakibatkan berkurangnya ruang terbuka hijau dan fasilitas umum
yang dapat diakses oleh masyarakat. Keterbatasan ruang terbuka hijau ini
tidak hanya berdampak pada kesehatan lingkungan, tetapi juga pada kualitas
hidup dan keberlangsungan ekosistem kota secara keseluruhan (Eni 2015).

Didukung dengan latar belakang dari penelitian Albizzia, dkk. (2021)
yang membahas efektivitas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 64
Tahun 2013 dalam mewujudkan ruang terbuka hijau publik di Kota
Yogyakarta. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar warga
tidak mengetahui tentang Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 64 Tahun
2013 terkait pengadaan tanah guna mendukung ruang terbuka hijau dan warga
kurang dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta perawatan RTH.
Selain itu, terdapat keterbatasan lahan di wilayah perkotaan sehingga harga

tanah sudah sangat tinggi.



Maka dari itu kebaruan dari penelitian ini terletak pada upaya untuk
memahami secara menyeluruh proses pengadaan tanah untuk RTHP
diimplementasikan di Kota Yogyakarta, dan kendala-kendala yang dihadapi
dalam proses tersebut beserta solusinya. Dengan demikian, penelitian ini
diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan kebijakan dan
implementasi terkait pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta.
Melalui pendekatan evaluatif yang menyeluruh, penelitian ini dapat menjadi
acuan penting bagi pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pengelolaan RTHP di Kota Yogyakarta.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Evaluasi Implementasi Pengadaan Tanah untuk
Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Yogyakarta”.

B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka terdapat
beberapa rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti. Adapun rumusan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana sebaran dan luas pengadaan tanah untuk RTHP tahun 2013-
2023 di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana evaluasi implementasi pengadaan tanah untuk RTHP di
Kota Yogyakarta?
3. Bagaimana kendala dan solusi dalam implementasi pengadaan tanah
untuk RTHP di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah di atas, maka
terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Adapun
tujuan penelitian, sebagai berikut:
1. Mengetahui sebaran dan luas pengadaan tanah untuk RTHP RTHP tahun
2013-2023 di Kota Yogyakarta.



D.

2. Mengetahui evaluasi implementasi pengadaan tanah untuk RTHP di
Kota Yogyakarta.

3. Mengetahui kendala dan solusi dalam implementasi pengadaan tanah
untuk RTHP di Kota Yogyakarta.

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoretis,

praktis, dan sosial. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1.

Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikaji secara mendalam
mengenai implementasi pengadaan tanah dilakukan serta sejauh mana
kesesuaian antara rencana dan realisasi di lapangan. Penelitian ini juga
memberikan wawasan yang penting dalam memperbaiki dan
meningkatkan efektivitas kebijakan pengadaan tanah untuk Ruang
Terbuka Hijau Publik (RTHP) di Kota Yogyakarta.
Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman
tentang implementasi kebijakan pengadaan tanah untuk RTHP. Hal ini
memberi peneliti wawasan yang berharga tentang tantangan praktis
yang mungkin dihadapi selama proses pengadaan tanah serta
mengidentifikasi solusi yang dapat diterapkan. Dengan demikian,
penelitian  ini  memberikan landasan  bagi peneliti  untuk
mengembangkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan
memperbaiki strategi implementasi dalam konteks pengelolaan RTHP
di Kota Yogyakarta.

b. Bagi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
yang berharga dalam pemahaman tentang implementasi kebijakan
tersebut. Kampus dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai

sumber referensi untuk mengembangkan program dan inisiatif



akademik serta riset yang berkaitan dengan pembangunan dan
pengelolaan ruang terbuka hijau di kota-kota, terutama di Yogyakarta.
Hal ini dapat mendorong kerja sama lintas disiplin dan mendorong
inovasi dalam penelitian dan pengembangan Kkebijakan yang
berkelanjutan dalam konteks pengelolaan RTHP di wilayah perkotaan.
c. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang
berharga bagi pemerintah setempat dalam mengevaluasi dan
meningkatkan kebijakan serta implementasinya. Hasil penelitian ini
dapat membantu pemerintah dalam merancang strategi yang lebih
efektif untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pengadaan tanah,
mempercepat progres sebaran RTHP, dan menyediakan solusi yang
lebih berkelanjutan bagi pembangunan kota yang berwawasan

lingkungan di Kota Yogyakarta maupun daerah-daerah lainnya.

3. Manfaat Sosial

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi
bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian lebih lanjut

atau serupa dengan bahasan ini.



BAB VIII
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Sebaran dan Luas Pengadaan Tanah untuk RTHP Tahun 2013-2023 di
Kota Yogyakarta
Pengadaan tanah untuk RTHP di Kota Yogyakarta tersebar tidak
merata yang terlihat dari perbandingan jumlah RTHP dan luas kecamatan.
Sejak tahun 2013 hingga 2023, Kota Yogyakarta telah melaksanakan
pengadaan tanah untuk RTHP di 59 lokasi. Kecamatan Umbulharjo
memiliki luas RTHP terbesar yaitu 9.932 m?, diikuti oleh Gondokusuman
4.896 m?, dan Tegalrejo 3.166 m2. Total kondisi terakhir luas RTHP selama
periode tersebut mencapai 30.016 m? atau 0,091% dengan indikator
minimal 20% dari luas wilayah kota, sehingga masih kurang 19,909%
menurut ketentuan. Pemerintah Kota Yogyakarta menunjukkan komitmen
dalam pemenuhan RTHP, meskipun beberapa kecamatan masih memiliki
luas RTHP yang lebih kecil dan membutuhkan pemeliharaan yang lebih
baik karena RTHP dianggap penting bagi kesehatan dan penyediaan fasilitas
umum. Namun akibat dari luasan yang belum mencapai standar,
pemanfaatan RTHP belum optimal.
2. Evaluasi Implementasi Pengadaan Tanah untuk RTHP di Kota
Yogyakarta
a. Evaluasi implementasi pengadaan tanah pada Dinas Pertanahan dan
Tata Ruang Kota Yogyakarta didasarkan pada Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2021. Sebagian besar tahapan telah sesuai dengan
ketentuan. Perencanaan mencakup identifikasi kebutuhan tanah yang
detail, penentuan lokasi berdasarkan RTRW, musyawarah dengan
pemilik tanah, dokumen administratif lengkap, dan pembayaran
transparan. Namun, masih perlu peningkatan dalam sosialisasi publik

dan pemeliharaan jangka panjang untuk mencapai kesesuaian penuh.
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b. Analisis SWOT menunjukkan kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman,
dan strategi yang perlu diperbaiki. Kekuatan meliputi perencanaan
terstruktur, lokasi sesuai RTRW, musyawarah oleh KJPP, dan dokumen
administrasi lengkap. Namun, terdapat kelemahan seperti kurangnya
partisipasi, keterbatasan lahan, ketidaksetujuan harga, dan birokrasi
kompleks. Peluang yang teridentifikasi adalah penggunaan teknologi
GIS, edukasi penilaian yang adil, peningkatan sosialisasi, dan
digitalisasi administrasi. Ancaman meliputi perubahan kebijakan,
kenaikan harga tanah, fluktuasi harga, dan risiko kehilangan dokumen.
Strategi disarankan melibatkan semua pihak, optimalisasi rencana,
antisipasi kebijakan, penggunaan teknologi, peningkatan sosialisasi,
digitalisasi, dan kolaborasi dengan masyarakat, serta sektor swasta.

3. Kendala dan Solusi dalam Implementasi Pengadaan Tanah untuk

RTHP di Kota Yogyakarta

a. Terdapat beberapa kendala dalam implementasi pengadaan tanah untuk
RTHP di Kota Yogyakarta meliputi masalah dalam proses pengukuran
tanah, risiko kerugian akibat kesalahan pengukuran dan pembelian,
waktu yang lama dalam pemecahan sertipikat, dan anggaran yang
terbatas. Selain itu, terdapat kesulitan dalam menemukan lokasi yang
memenuhi syarat, tingginya harga tanah, serta rendahnya kesadaran
masyarakat. Aksesibilitas lokasi, kondisi tanah bekas bongkaran, dan
keterbatasan dalam pemeliharaan RTHP juga menjadi kendala.

b. Solusi untuk mengatasi kendala dalam pengadaan tanah untuk RTHP di
Kota Yogyakarta mencakup koordinasi yang lebih baik, perencanaan
anggaran yang efisien, pengembangan aplikasi teknologi, peningkatan
edukasi, dan pengawasan lapangan untuk mengatasi masalah-masalah
tersebut, serta memastikan proses pengadaan tanah berjalan dengan
efektif.
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B. Saran

1. Ketimpangan distribusi jumlah dan luas RTHP di setiap kecamatan
menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam pengadaan tanah RTHP di
Kota Yogyakarta. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperhatikan dalam
merancang strategi pengadaan tanah RTHP yang lebih merata, agar seluruh
warga dapat menikmati manfaatnya secara adil dan merata.

2. Untuk meningkatkan implementasi pengadaan tanah yang telah sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021, Dinas Pertanahan dan
Tata Ruang Kota Yogyakarta perlu fokus pada peningkatan sosialisasi
publik dan partisipasi masyarakat serta memperbaiki mekanisme
pemeliharaan jangka panjang. Pengembangan program edukasi dan
konsultasi yang lebih intensif akan membantu mengatasi keterbatasan
sosialisasi, sementara penguatan kerjasama dengan masyarakat dan
penggunaan teknologi inovatif dapat memperbaiki pengelolaan RTHP,
sehingga tercapai kesesuaian penuh dengan peraturan dan peningkatan
kualitas lingkungan kota.

3. Pemerintah Kota Yogyakarta disarankan untuk meningkatkan koordinasi
antar instansi terkait dan merencanakan anggaran yang lebih baik untuk
pengadaan tanah RTHP. Masyarakat perlu didukung dengan edukasi
tentang manfaat RTHP dan pengawasan lapangan perlu diperkuat untuk
menghindari kesalahan dalam pengukuran serta pembelian tanah. Dengan
pendekatan secara menyeluruh, proses pengadaan tanah dapat berjalan lebih
efektif.
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